
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2OLO

PERATUMN DAEMH IGBUPATEN BUTON I'TARA

NOMOR:STAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PENANGGUI.ANGAN BENCANA DAERAH (BPBD} KABUPATEN

BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

ang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal

18 afat (21 huruf b Undang-undang Nomor 24
Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana

dan dengan berpedornan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 4t Tahun 2@7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu

membentuk lembaga lain sebagai ba$ian dari
Perangkat Daerah. Kabupaten untuk
pelaksanaan peraturan perundang-undangan

dan tugas pemerintahan umum lainn)'a ;

b. bahwa badan penanggulangan bencana daerah
mempunyai fungsi perumusan dan penetapan

kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat" efektif dan efisien serta
pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana'
terPadu, dan menYeluruh ;
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bahwa sehubungan dengan peftimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di
atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Buton lJtara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun Lg6/. Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat I Buton Utara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp

Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi lJtara-Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi .Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94 Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor 2687);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1-:974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 389O);

Undang{Jndang Nomor 1O Tahun 2O0d tentang
Pembentukan Peraturan Perundang'undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor +389);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

' Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesfa

Nomor 44371 sebagalmana telah dlubah dua kali terakhlr

dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2008 tentang
perubahan Kedua atas Undang{Jndang Nomor32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesla Tahun 2OOA Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republlk Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4438);

Undangundang Nomor t4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan
lGbupaten Buton Utara dl Provlnsl Sulawesl Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nornor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;

7, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2OO7

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

lndonesla Tahun 2OOl Nomor 66, Tambahan
Negara Republlk Indonesia Nomor 47231;

Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang
PembaSian Urusan Pemerlntahan antara Pemerlntah,
Pemerintahan Daerah Provlnsl dan Pemerintahan Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2@7
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 47371;

Peraturan Pemerlntah Nomor 4t Tahun 2OOT tentang
Pedoman Organlsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Repubtlk Indonesla Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
Lembarsn Negara Republlk Indonesla Nomor 3952);

tentang
Republik

Lembaran



f:*:11_j:l.iil1h ,l?ro, ?L Tahun 2ool tentang

l,?ltri1r-.I_ 
Pe na n ggu q$.1 Be n ca n a ( Le m ba ra n N ;;;;;

Repubfik Indonesra Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 4g2g);

tt Peraturan Pemerlntah Nomor 22 Tahun 2oog tentang
, - Pendanaan dan pengeroraan Bencana (Lembaran Negara

Republlk fndonesra Tahun 2oog Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor ae2g);

; Peraturan Presiden Nomor g rahun 2oog tentang Badan- Nasional Penanggufangan Bencana;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OOg
Pemerlntahan yang MenJadf Kewenangan
Daerah Kabupaten Buton U,iara.

tentang Urusan
Pemerlntahan

Denga n Persetujuan Bersarna
(II.AN RAKYAT DAERAH IGBUPATEN BUTON I'TARA

dan

BUPATI BI/TOT,J I.JTAM

MEMUTUSMN:

PERATUR/{N DAEMH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGUIJNGAI{ BENCANA
DAERAH (BPBD) tfiEupATEN BLrroN IIARA.

BAB I

KffENruAN UMUM

Pasal 1
Peraturan Daerah Inlpng dlmaksud dengan :

adalah lGbupaten Buton LJtara;

Daerah adalah

il:fr"t PenYelenggara
BupaU dan Peranglcat Daerah

Pemerlntahan Daerah Frabupaten

4
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bewan Perwakilan RakYat Daerah

bPRDiiadatatr Dewan Penryakilan

Bupatiadalah BuPati Buton Utara;

Butonlltara;

Sekrdt6ris Daerah

yang selanjutnya disebut
Rakyat Daerah Kabupaten

adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Buton

i-ra grOtn Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara

l-'y.ne selanJutnya dlsingkat BPB? *3111 ,P"t?lFIlt ?:g:l
Gb'upaten 

- 
Buton utara yang dibentuk dalam rangka

F- melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;

Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten

S Buton utara;

Bencana adalah perlstiwa atau rangkalan peristiwa yEng

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghldupan

masyaraxat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faKor nonalam maupun faktor manusla sehlngga

rqengaklbatkan timbulnya korban jlwa manusla, kerusakan

tingkungan, kerugian harta benda, dan dampak pslkologis.

Bencana alam adalah bencana yang diaklbatkan oleh peflstiwa

atau serangkalan peristiwa yang dlsebabkan oleh alam antara

laln berupa gempa bumi, tsunaml, gunung meletus, banjir,

kekerlngan, angin topan, dan tanah langsor.

liO.gencana nonalam adalah bencana yang diaklbatkan oleh

t_. perlstlwa atau rangkalan peristlwa nonalam yang antara lain'
|erupa gagal teknologi, ga141 modernlsasl, epldeml, dan wabah

= 
penyakit

Bencana soslal adalah bencana yang dlaklbatkan oleh perlstiwa

atau serangkalan perlstiwa yanf, diakibatkan oleh manusia yang

mellputl konfllk soslal antarkelompok atau antarkomunltas
.- ffias!€takat, dan teror.



3nggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian

yai-g mellputi penetapan kebijakan pembangunan yang

=ffiljt ; 
-tiiroutnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana,

aUnfgap darurat, dan rehabllitasi'

igx'eLq I pe n ce sa h" i 9: l1u lu . . ^?,1:' * ::li : i:*T ::fl72i,'i,iiioi. xl,r.n ieua ga i u paya u ntuk menghila ngka n danlatau

mengurangi ancaman bencana'

Keslapslagaan adalah serangkaian keglatan yalg dilakukan

;;ilk-ffigantisipasi bencana melalul pengorganlsaslan serta

melalut langkah yang tepat guna dan berdaya guna'

i.Perin€atan dinl adalah serangkalan keglatan Pernberlan
masyarakat tentang
suatu temPat oleh

lembaga Yang benrenang.

..16.Mltlgas|ada|ahserangkalanupayauntukmengurangir|slko

J brn;.na, balk melalui pemuangunan fislk maupun penyadaran

= ;;; pd;;;G;. kemampuan menghadapi ancaman bencana'

= perlnEaun sesegera mungkin kepada
1'lrtr-ngt ln.n terjadinya bencana pada

lT.Tanggap darurat bencana adalah serangkaisn keglatan yang

- dllakukan dengan segera pada saat keJadian bencana untuk

*rn.ngani dampak iuruk y€ng ditlmbulkan' yang meliputi

ii.!6o; ;en'efdmatan dan- eGkuasl korban, harta benda,

in kebutuhan dasar, pelindungan' p€ngurusan

, penyelamatan, serta pemullhan prasarana dan

bi|ttas|ada|ah.perba|kand6nlp€tTlU|ihansemuaaspek991 gYEt5t I

n publlk atau masyarakat sampaltlngkat vtlgitT:j1
;il;fi ;..c"u"ntin. dengan sasaran utama untuk

'L;d;-E;;lannya seLra tt/ajar semua aspek

dan iehldupan masyarakat pada wllayah



menanggapi dampak buruk bahaya tertentu'

=22.Pemulihan adalah serangkalan kegiatan untuk mengemballkan

- korldlsl masyarakat dan llngkungan hidup yang terkena bencana

dengan memfungsikan kembali kelembal#,an, prasarana, dan

sarana dengan melakukan upaya rehabllhasl.

n bencana adalah serangkalan kegiatan )€ng
,- Ol6fuian untuk mengurangi atau menghllangkan rlsiko

bencana, balk melalul pengurangan ancaman bencana maupun
:kerentanan plhak )€ng terancam bencana.

Rfslko bencana adalah potensi kerugian yang dltimbulkan aklbat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu )€ng

adalah pembangunan kembali semua prasarana

sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik

tlngkat pemerlntahan maupun masyarakat dengan sasaran

ma tumbun dan berkembangnya keglatan perekonomlan,

irf dan budaya, tegaknya hukum dan ketertlban, dan

[engfnnya peran serta masyarakat dalam segala aspek

irf,iO u p. n bermasya ra kat pada wilaya h pasca be nca na.

bencana adalah suatu kejadlan atau peristiwa yang

=itsa menimbulkan bencana'

Rawan bencana adalah kondisl atau karaKerlstik geologls,

blologis, hldrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,

ekon6mi, dan teknologi pada suatu wllayah untuk jangka waktu

tertentu )€ng mengurangi kemampuan mencegah, meredam,

mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untult

'dapat berupa kematlan, luka, saklt' Jlwa terancafil,. hllangnya
=tasa aman, mengungsl, kerusakan atau kehllangpn harta, dan
gangguan keglatan maslarakat

Bantuan darumt bencana adalah upaya memberlkan bantuan
untuk memenuhi kebututran dasar pada saat keadaan daruraL



keadaan darurat bencana adalah suatu

8

keadaan yang
tertentu atas

tugas untuk
*inetaptan oleh Pemerintah untuk jangka waktu
::.dasar rekomendasi Badan )ang diberi

''fi,pengrngsi adalah orang atau kelompok orang )€ng terpaksa- atau dlpaksa keluar dari tempat tfnggatn)€ untutilangka waktu

Tmenanggula ngi bencana.

-'yang belum pastl sebagai aklbat dampak buruk bentana.

tp orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,'atau badan hukum.

bencana adalah orang atau sekelompok orang yang
aklbat bencana.atau menlnggaldunla

I

-tetap dan terus menerus png bekerJa dan berkedudukan dalam
-ivllayah Negara Kesatuan Republik Indonesla.

r Internasional adalah organlsasi png berada dalam
struktur organisasi perserfkatan Aangsa-Bangsa atau

ang menJalankan tugas mewaklli perseriletan gangsa-Bangsa
tau organlsasi fnternasional lainnp dan rcm#ga asing

dari negara faln di luar perserlkatan Bengsal

3l.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum )€ng dapat
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha mlfiklaerah,

:lkoPerasi, atau swasta yang didtrlkan sesuaf dengan ketentuan
l- oeraturan perundang-undanga n yang menJalankai Fni" usaha
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PEMBENTUMN, KEDUDUMN,

TUGAS DAN FUNGSI

Baglan furtama

Pembentukan

Pasaf 2
Peraturan Daerah lni dibentuk Badan penanggulangan
Daerah Kabupaten Buton Ut";; ,,ii setanjutnya disingkat

Bagian Kedua

Kedudukan

pasal B
(1) BPBD berada dibawah dan bertan ggungawab kepada Bupati;
(2) BPBD Kabupaten Buton Utara dipimprn oreh Kepara Badansecara exofflclo dijabat oleh Sekretaris Daerah.

pasal 4

..,_9PBD. merupakan unsur pendukung tugas, penyeten ggaraan pemerfntahan dieran-diuioing.. benc€na.

Bupati dalam
penanggulangan

Pasal 5
mempun)€f tugas :

menet'apkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

ffff lff ::T iT, :: i 

"l1niq 
T'4 r, p p" n,"e, iJi L n. n,,- Fenanganan darurat, retra-omtisr rei" [,;f^:i:ir#ffi;= dan merata;

. menetapkan sbndarfsasl serta

.-,pe$ngguhngan berOasartran
kebutuhan penyetenggaraan

Feraturan perundangan_undangan;



c, menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasikan peta.. bencana;

Pasal 6
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rawan

d,

e,

f,

g,

h.

t.

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

mela ksa na ka n pe nyelengga ra a n pena nggu la n ga n benca na ;

melaporkan penyeren ggaraan penanggurangan bencana kepada
Kepala Daerah setiap bulan sekall dafam-kondlsl normal dan
setiap saat dalam kondisldarurat bencana;

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
mem.pertanggungiawabkan penggunaan anggaran yang drterima
dariAnggaran pendapatan Oan betanJa OaeEn ; 

e

melaksanakan kewajiban rain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

I Dalam 
^mellerglgg,arakan tugas pokok sebagaimana dimaksudf dalam P,asal S, BPBD mempunyaifungsf :

8. perumusan dan penetapan kebljakan tehnis
penanggulangan. bencana dan penanganan pengungsi
bertindak cepat, tepa! effeKif dan effislen;vsrr VtttJtgll,

b, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
::_daerah dlbfdang penanggula nSan bencana;

bldang
dengan

di bldang
darurat,

g pembinaan, fasilltasi dan pelaksanaan tugAs- pencegahan dan keslapslagaan, penanganan
- rehabllitasl dan rekonstrukst, logtsttt< da n pera laian;

pengkoordrnasfan, komando dan pefaksanaan keglatanpe-nanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan

evaluasl dan pelaporan bidang penanggulangan



b.

.:: c!

administrasi keuangan'

Lt
kepegawaian,

pan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;

pelaksanaan tugas laln yang diberikan oleh Bupati sesual tugas

aAe itt

ORGANISASI

Baglan Kesatu

Susunan Organlsasl

Pasal 7

Organlsasl BPBD terdlrldarl :

Kepala;

Unsur Pengarah;

Unsur Pelaksana.

Baglan Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 8

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD sesual dengan ketentuan
Peraturan Perunda ng-unda ngan;

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dad :

a. PeJabat Pemerintah terkalt

b. Anggota maslerakat profeslonal.

Keanggotaan Unsur Pengarah sebagalmana dimaksud pada

alat (a huruf b dipltih melalul uJl kepatutan lang dilaksanakan
oleh Dewan Perwakllan Rakyat Daerah.
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Baglan Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal I
pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungiawab

Kepala BPBD;

Pelaksana BPBD

Kepala BPBD

Ungsur Pelaksana
h sehari-hari.

Pasal 10

Fpr6t*na BPBD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 di
i*urprny.i tugas melaksanakan penanggulangan bencana

terlntegrasl meliPuti :

bencana;

,gaat tanggaP darurat dan ;

Pasal LL

Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsl :

n;

ksana.

Pasal L2

diplmpln Kepala Pelaksana Yang
dalam penYelenggaraan tugas dan

Badan Penanggulangan Bencana

koordinasl sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a

rkan fungsl t<oorilnasl Unsur Pelaksana BPBD dllaksanakan

koordinJsldengan Satuan KerJa Perangkat Daerah lalnnp dl

Instansl verUfat yang ada dl daerah, lembaga usaha

plhak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan

bencana.

bencana.

dan;
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Pasal 13
-fomanOo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b

fungsl komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan

Wngarahan sumber daya manusla, peralatan, logistlk dari

kerja Penngkat Daerah lalnnya, Instansl vertlkal yang ada di

serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalarn rangka

nan darurat bencana.

Pasal L4

pelaksana sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c

r'kan fungsl pelaksana Unsur Pelaksana Badan

langan Bencana Daerah dilaksanal<an secara

Inasl dan teritegarasl dengan Satuan KerJa

lainnya di 
.daerah 

dengan memperhatikan
Perangkat
kebljakan
ketentuan

a.

e.

nlglaraan penanggulangan bencana dan

n perundang-undangan.

Pasal 15
t

Susunan Organisasl Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

Kepala Pelaksana;

Sekreta rlat Unsu r Pela ksa na :

Bidang Pencegahan dan Kesiapslagaan;

Bldang Kedaruratan dan Logistik;

Bldang Rehabllltasl dan Rekonstruksf;

Unlt Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas);

Kelompok Jabatan FungSlonal.

r Organlsasl Unsur Pelal<sana BPBD tercantum dalam
Peraturan Daerah Inl;

rTugAs Pokok dan Fungsi BPBD akan dttetapkan dengan
Bupatl.
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Bagian KeemPat

KePala Pelaksana

Pasal 16

BPBD mempunyal tugas membantu Bupati dalam

"T't;;Ji.; 
.t{r.n xdtlt eirangkat Daerah' Lembaga

I;#;;; ' u;;h;, pengroman?11 
- 
Y'lg-,-T'ril:l

nai"' tillLt'o.vu' tun'ilu'.. ?:f g1t'-]:elll--,*:
r.li.t n se'catt terkoordlntti,111-.T:Ip::l:.13:

penyelenggaraan bencana dan ketentuan peraturan

ng-undangan.
Ba$an Kellma

Sekreta rlat U nsu r Pela lsa na

Pasal 17

Pasal 18

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dkretarlat mempunlal fungsi :

n program dan peraturan perundang-undangan

adminlstrasi keuanga n;

admlnlstrasl kePegwaian;

n kesekretarlatan, rumah tangga' perlengkaPan, dan

mennlrat;

kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasariana

Sekretariatmempunyaltugasme|akukanpenyusunanprogram'
i"nqumputan Oafran peraturan perundang-undangan'

ffi;;6i'xrr. ni. n, kepegawala n, pe ngu rusan rumah ta ngga

lrrfhng.lolaan adminlstrasi surat menyurat ;

Sekretarlat diplmpln oleh seorang Sekretarls yang berada di

- bawah dan bertanggrt,glt*tU kepJda Kepala Pelaksana BPBD'

Penanganan bencana.
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Pasal 19

t Unsur Pelaksana terdiri atas :

Bagian Program dan Perunda ng-unda ngan;

b Baglan Keuangan dan KePegawaian;

Sub Bagian Umum dan Tata Usaha'

frO gagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

a:rrO, dlbawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
yang

Pasal 20

Baglan Program dan Perundang-undangan mempunyai

mClakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan

ran perunda ng'u ndangan;

Sub Bagian
pengelolaan
admlnlstrasl

Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas
urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan

urusan keuangan balk rutln maupun dana

dekonsentrasl;

Sub.Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyaitugas melakukan

pengelolaan adminlstrasi umum, urusan surat menyurat,

keafulpan, pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga serta

keprotokoleran dl llngkungan Unsur Pelaksana BPBD.

BEglan Keenam

Bldang Pencegghan dan Keslapslaglan

Pasal 21

- Bldang Pencegahan dan Keslapslagaan mempunyai tugas
'menlapkan bahan slandarisasl penanganan bencana, peta

rawan bencana dan informasl dinitentang gejala bencana;

Btdang pencegAhan dan Keslap Siagan dipimpln oleh saorang
Kepala Bldang yang berada dl bawah dan bertanggungfawab

kepada Kepala Pelalsana BPBD.

-l
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Pasal22

akan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal

F n."g.htn dan Kesiapsiagaan mempunyaifungsi :

pembinaan terhadap langkah pencegahan dan

n menghadapl bencana;

n dan penetapan dan mengkonfirmasikan peta

bencana;

nan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan

ngan bencana;

naan tugas di bidang pencegahan dan kesiapslagaan'

Pasal 23

Pencegahan dan Keslap Siagaan terdiriatas :

Sub Bldang Pencegahan;

Sub Bldang KeslaPsiagaan.

Bldang diplmpln oleh seorang Kepala

6 di bawah dan bertanggun$awab
Sub Bidang yang

kepada Bidang

han dan KeslaP Siagaan.

Pasal 24

Bidang Pencegahan mempunyal tugas memberikan

naan 
-dan penyuluhan sefta langkah-langkah tentang

lingkungin yang dapat menyebabkan terjadlnya

Bldang Keslapsiagaan mempunyai tugas memberlkan

rasl kepada maslarakat mengenaltata cara dan persiapan

untuk menghadapl bencana.

+

t
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Baglan Ketujuh

Bldang Kedaruratan dan Loglslik

Pasal 25

Kedaruratan dan Logistlk mempunyal tugas menyusun

rienet"pXan prosedur penanganan darurat penyelamatan,

uasl, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat

loglstlk korban bencana;

Kedaruratan dan Loglstik diplmpln oleh seoran$ Kepala

,Z v^ng berada dl bawah dan bertanggun$awab kepada

la Felaksana Badan BPBD.

Pasal 26

melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal

lgrA.ng Kedaruratan dan Loglstlk mempunyaifungsi :

l.penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana;

i pengXoordlnasian pelaksanaan kegiatan penanggulanan

=benqana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasl korban

n bimbingan dan pelayanan pengungslterhadap korban

- bencana;

bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap

korban bencana;

; pelaksanaan tugaetugas laln yan$ dlberikan oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerlntah Daerah Provlnsi.

Pasg,l27

Sldangl(edaruratan dan Loglstlk terdlrl atas :

].a. Sub Bldang Penyelamatan, Evakuasl dan Penanganan

Pengungsl;

b. Sub Bldang Sarana dan Prasarana Darurat dan Loglstlk.

-'-9



rnS diPimPin oleh seorang KePala

di bawah dan bertanggungiawab
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Sub Bidang yang
kepada Bidang

an Darurat dan Logistlk.

fSldang Rehabilitasl dan

Inelalsanakan rehabllltasl
pmsarana kebutuhan korban

umumnya;

Bldang Penyelamatan, Evakuasl dan Penanganan Pengungsi

iornva tugas menginventarisir korban bencana untuk

matXan Oan mengevakuasi sena penanganan pengungsl

tepat dan cepat efektif dan efisien;

Bldang sarana dan Prasarana Darurat dan Logistlk

pu nya t tu gas m e mfasl| itas|. pe nl:Ii?_tl- Itli:lt i : t: ::

Pasal 28

Rekonstruksl memPunYal tugas
dan rekonstruksl sarana dan

bencana dan masYarakat Pada

il';;;;t;ut.tt. logistlk korban |encana dengan tepat dan

ioai, efeKif dan etlslen serta terkoordinasi'

Bagfan KedelaPan

Bidang Rehabllhtasl dan Rekonstruksl

Pasal 29

n! Rehabllitasi dan Rekonstruksi

lla Bidang yang berada di bawah
dipimpin oleh seorang
dan bertanggun$awab

Kepala Petaksana Badan BPBD.

Pasal 30

korban bencana;

n bantuan rehabllitaslsecara adlldan setara tefiadap

melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal

ang Rehabilltasl dan Rekonstruksl mempunyaifungsl :

nggaraanbimb|ngandanpenyu|uhanrehabi|itas|dan

bencana;
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an rekonstruksi terhadap daerah yang terkena
na;

ksanaan tugas lain yang diberlkan oleh Kepala Pelaksana

Pasal 31

Rehabflitasl dan Rekonstrukslterdirl atas :

Sub Bldang Rehabllltasi;

Sub Bldang Rokonstruksl.

:Sub Bfdang dipimpln oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
di bawah dan bertanggun$awab kepada Bidang

dan Rekonstruksl.

Pasal 32

Sub Bldang Rehabilitasl mempunyai tugas

i program rehabllitasi dan fasllltasl pemberian
:-dan setara terhadap korban' ben€na.

SUF Bldang Rekonstruksl mempunyai
penyusunan rencana program rekonstruksl
pelaksa naa n rekonstruksl.

menyusun rencana
bantuan secara adil

tugas rnelakukan
dan memfasilltasl

Badan Kesembllan

Untl Pelaksana Teknls dan Satuan Tugas (Sa€as)

Pasal 33

Pelalcana Teknls dan Satuan Tugas (Satgas) mempunyai tugas
tugas-tugas teknls operaslonal berdasarkan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang



Bagian Kesepuluh

Kelompok Ja bata n Fungslona I

Pasal 34

Jabatan Fungslonal
tugas teknis unsur

mempunyai tugas
Pelaksana BPBD

melaksanakan
sesuai bldang

dan kebutuhan.

Pasal 35

Jabatan Fungslonal sebagalmana dimaksud dalam
34, terdlrl darl seJumlah Pegawal Negerl Slpll dalam Jenjang
n fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesual
keahllannla ;

Jabatan Fungslonal sebagalmana dlmaksud pada ayat
dipimpin oleh seorcng Tenaga Fungsional Senfor Wng

oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
Jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Provlnsl;

Jabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
<bn berdasarkan kebutuhan dan beban ker)a;

Jenls Jabatan Fungslonal sebagaimana dimaksud pada apt (1)
.dl atas dlatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

ku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 36
melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris,
Bidang Kepala Sub Baglan/Sub Bldang dan Kelompok

bn Fungslonal di llngkungan Unsur Pefaksana BPBD wajlb
n prlnslp koordlnasl, Integrasl dan slnkronbasl balk

(ungan Badan maupun dengan Instansl laln sesual dengan
rnaslrg*naslng

20
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Pasal 37

Pelaksana BPBD mengawasi pelaksanaan tugas
masing-maslng dan blla terjadi penyimpangan agar

bngkah-langkah ying diperlukan sesual ketentuan

Perunda ng-U nda n ga n' Yang be rla ku.

Pasal 38

Pelaksana BPBD bertanggung Jawab, memimpin dan
Inasfkan bawahannya masing-maslng dan memberlkan
serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Kepala Bldang,
dan mematuhi
maslng-maslng

Pasal 39

Kepala Sub Bagian/Sub Bidang waJib
petunJuk dan berlanggung jawab pada
serta menyampalkan laporan berkala

Pasal 40

pada waktunya.

l laporan yang dlterima ofeh Kepala Badan dari bawahannya,
dlolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
lanJut dan untuk memberlkan petunJuk teknis kepada

Pasal4l

menyampaikan laporan leblh lanjut"
ikan pula kepada Satuan Organisasi

tembusan waJib
laln yang secara

I mempunyal hubungan kerJa.

Pasal 42

im melaksanalcan tugas, Kepala Pelaksana BPBD dlbantu oleh
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
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Pasal 43

Rerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD

berslfat memfasllitas/koordinasi dan pada saat

n darurat bencana BPBD Provinsl dapat melaksanakan

ndo, koordinasl dan Pelaksana.

Pasalul4

kerja antara BPBD Kabupaten dengan Badan

Ingan Bencana berslfat koordinasi dan
Naslonal

teknis
kualitasdalam rangka upa)€ Penlngkatan

raan penanggulangan bencana.

BAB IV

KEPANGIGTAN, PENGANG}{qTAN, ESELONISASI DAN

PEM BERHENTL\N DAI-AT\{ JABATAN

Pasal 45

n, pengangkatan dan pemberhentlan dalam jabatan
dilingkunPn Badan

ngan Bencana Daerah, berpedoman pada peraturan

nga n-unda nga n ya ng berla ku;

Pelaksana BPBD dlangkat dan diberhentikan oleh Bupati

usul Sekretarls Daerah;

Pelaksana BPBD adalah eselon ll.b:

Badan adalah eselon lll-a ;

Bldang adalah eselon lll.b ;

Sub Baglan dan Kepala Sub Bldang Badan

Eencana Daerah adalah Eselon lV.a;
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bat Eselon lll dan lV di lingkungan Badan Penanggulangan
Daerah (BPBD) diangkat dan diberhentlkan oleh Bupati

usul Kepala Pelaksana BPBD melalulSekretarls Daerah;

Tetua Kelompok Jabatan Fungslonal dlsesualkan dengan

Serraturart Ja bata n fu ngslona l;

dan Persyaratan Jabatan Badan Penanggulangan
na Daerah (BPBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupatl,

ual dengan Peraturan perundang-undangan yan$ berlaku.

BAB V

PEMBINMN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Pembinaan dan Pengawasan teknis admlnlstrlf serta fasllitasl
penyelenggaraan dilakukan oleh Menterl Dalam Negeri Rl;

Pemblnaan dan penyelenggaraan teknls operasional
dllaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bepcana dengan berkoordlnasl pada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PEMBIAYMN

Pasal 47

la pembiayaan BPBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan sumber pemblayaan lalnnyrafungsl bersumber darl APBD

sah dan tidak menglkat"

8AB Vll

KETENTT'AT{ PENUN'P

Pasal 48

yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daeoh Inl
mengenal pelaksanaannya akan dlatur leblh lanJut

n Peraturan/Keputusan Bupatl.
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Pasal 49

Daerah lni berlaku pada tanggal diundangkan'

setfap orang dapat mengetahui, memerintahkan

an Peraturan Daerah lnl dengan penempatannya dalam

Kabupaten Buton l.Jtara.

Dltetapkandi B u r a n g a

pada tanggal 18 November 2010

BUPATI BI.'TON IJTARA,

CaP/ftd

H. MUH, RIDWAN ZAKARIAH

di B u r a n g a

20 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Cao/Ttd

I-A DJIRU. SE.. M.SI

Pemblna utama Muda, lVlc
. 1956123LL98203t 1 023

DAERAH I(AEUPATEN BI'ION I,JTARA TAHUN2OlONOMOR 13
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PENJELASAN

ATAS

ruRAN DAEMH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5
20LO TENTANG PEMBENTUION ONOqNF,qSI DAN TATA
BADANpENANcc{!.............1Na{NaEruCnrvnDAERAH(BeBD)

IT{BUPATEN BUTON UTAR,A

Sesual dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 TRlrurr

,,jt:TE_,,1,"nfl911?neT Eencana rang kenruclnrr
rl<an melalul Peraturan pemerintah Nomor 21 Totrurr
tantano Donrrala^-a^-^-6 h------.-rb ; vi'ts.viiegai-aan penangguiangan Bencarir,ran Pemerlntah Nomor 22 fafiun 2OOg tentdnl'Pendanaan dan Pelgelolaan Bencana, peraturan presktprr

y3::: Tj:: 1o,,9lS.1! ne e.dan Nasionar penanggurans,r,

ff-fencana -se.rta 
dlfelaskan Jecara teknts mefaruf poratrrnrr

FMenterl Dalam Negerl Nomor 46 Tahun 
- 
iooe tonrnf ru

-.gtg3nltasf .dan TrF Kerja Badan penanggulrng* Bencnrrnf **l' ::j:i J::Flllqn Ba da n pe nanEuiln?ln 8" n,u,,,,
Daerah pada Intinla dtarahkan pro. 

-6;ff-fi.r;A 
bnsn,

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Termanul,
'dldafamnya penangensn pengungsr merarul trndakan-tfndaknrryangtanggEp, cepat dan tepat serta efektif Aan ensfen.

Dalam hal Pem_bentukln Organlsasl dan Tata Ker)a BadatiPenanggutangan Bencana oaera-tr ietap dlsesualka tr dongn,n. organfsasl perangkat daerah. irtnslpnya baivt,
tJ 

91n 
tata-keria yang terbentuk, mencermlnkan suattr

F-.pota yang IntegraUf, t<arc- aGn rrngrf Lir ;;d; koordtnaet,fun6l komando 
. 
atau pengarahan, fungst peiaTsanaan dart

=t":tr 
HrlT- t" l1,yj pra-u. L* n r, ta n gga e da ru ra t ntrl u p u I t

=.-Fasca 
bencana. tfr tnl $rus Arpertritrfati.rUlii, kondlsl

=j::"T[t 
Hllfl,.xa oupa6n E,,ton uta rra yan1 tlrma*uv:zona raw€n bencana bark pn! dbebabd;ffiil'^*^"urrr,

hfnnya.



nya rancangan Peraturan Daerah ini, disamping

landasan yuridis bagi terbentuknya Badan

#r?inGn oaerih datam hat menyusun kebtjakan terkaft

5n trngtl pengamanan dan perlindungal t?rhadlp-,ty1!:l

?i.l; Ed. sJntngga nantlnva akan terbebas dari segala

ana Oan gangguan'gangguan alam lainnya yang blsa

m senOl-sendl pemertntahan yang telah terbangun

rupa balk secara fisik maupun non fislk'

ffi"'r';n pemerintahan umum lalnnya yang berslfat

iuF' at<an menjadi. qatrol Yt.t: 9:.i-',T:,1^f:d.1y:5

substansl rancangan Peraturan Daerah inl terdirl atas 8

pan) bab dan q9 (empai puiuh sem'oiian) pasai iang seca!'e

rruhannya mencermlnkan tentang peranan dan fungsi

ekslstensl lembaga atau badan, keterkaitannya dengan

n Bencana Daerah dalam kerangka

n untuk menyelenggarakan pemerintahan secara

dan berkeslnambungan.

DEMI PASAL

t1
, Cukup jelas

t2
Cukup Jelas
3
CukupJelas
4
CukupJelas
5
Huruf a

CukupJelas
Huruf b

CukupJebs
Huruf c

Cukup jebs

't



Penyusunan dan penetapan prosedur

penanganan bencana tetap berpedoman

peratura n perundang'u ndangan yang berlaku.

tetap
pada

CukuP ielas
Huruf f

Cukup Jelas

e
CukuPJelas

Huruf h
CukuPJelas

Huruf I

= Cukup jelas
6s/d Pasal4l

CukupJelas
7

CukupJelas
I

'CukupJelas
t9
Cukuplelas
10
CukupJelas
LL

CukupJelas
L2

CukupJelas
r13
CultupJelas
tL4
CukupJelas
15

CukupJelas
16

CulqJpJelas

l'.

l:
I

d
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kup Jelas
L8

CukuPJelas
20

Cul<uP Jelas
2L

,CukupJelas
22

= Cukup Jelas
23

Cukup Jelas
t24
Cukup jelas
25
GukupJelas
26

,Cukup Jelas
27
Cukup Jelas
28
CukupJelas
29

Cukup jelas
30
CukupJelas
31

.CukupJelas

32
: Cukupjelas

3!l
CukupJelas
34
QrkupJefas

I

-l

-t

Jelas
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kuP jelas

36
CukuPJelas
37
CukuP jelas

38! Cukup lelas
39

- CukuPJelas
40

= CukuP Jetas
l4t
CultuP Jelas 

'

42
Rapat berkala yang dimaksud adalah rapat yang

diselenggarakan secara periodik dan terjadwal.
43
Cukup Jelas
44
Cukup Jelas

CukupJelas
t46
CukupJelas
47
Cukup jelas
48
CukupJelas
49
CukupJelas

-a
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